




TINJAUAN PUSTAKA  
A. Tinjauan Pustaka 
1. Merek Dalam Hukum Kekayaan Intelektual 
“Dalam Bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai 
pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.15 
Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan 
umum merek menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis”“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 
warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, 
suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 
tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi 
oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 
dan/atau jasa”. 
“Selanjutnya, menurut MR.Tirtaamidjaja yang mensitir 
pendapat prof vollmar, merumuskan bahwa:” 
“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda 
yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, 
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gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang 
sejenis lainnya”16 
“Berdasarkan pengertian merek tersebut di atas, dapat 
diartikan merek adalah sesuatu gambar atau nama yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di 
pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain 
menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, 
para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari 
para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi 
tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara 
regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan.17“ 
“Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 mengatur bahwa “merek dagang adalah merek yang 
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan barang dagang sejenis lainnya. Merek dagang 
dapat berupa tanda, kata atau logo perusahaan yang digunakan 
untuk merujuk ke identitas dirinya sendiri, merek, supaya tidak 
digunakan oleh pesaingnya.” 
2. Prosedur Pendaftaran Merek 
“Suatu merek akan mendapat perlindungan hukum 
apabila didaftarkan, namun tidak semua hal dapat didaftarkan 
Warna kemasan, tipe huruf dan tata letak cetakan pembungkusan 
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suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran 
suatu produk, tetapi hal- hal tersebut tidak dapat didaftarkan.18“ 
“Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi 
Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
akan menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:” 
a. “Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan 
lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau 
jasa sejenis;” 
b. “Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 
sejenis;” 
c. “Merek terkenal milik pihak lain untuk barang 
dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi 
persyaratan tertentu; atau” 
d. “Indikasi Geografis terdaftar.” 
 “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan 
pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga mengalami 
perubahan. Tahap pengumuman yang sebelumnya dilaksanakan 
pasca pemeriksaan substantif, kini dilaksanakan sebelum 
pemeriksaan substantif. Perubahan terhadap alur pendaftaran 
merek ini dimaksudkan mempercepat penyelesaian proses 
pendaftaran merek. Pengumuman pendaftaran merek dilakukan 
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sebelum pemeriksaan keberatan. Secara umum, tahapan 
prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, 
pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.” 
a. Pemeriksaan formalitas 
“Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan 
permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan 
administratif yang meliputi formulir permohonan, label 
merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat 
pernyataan kepemilikan merek, surat  kuasa jika  
permohonan  diajukan  melalui  kuasa,  dan  bukti  prioritas 
jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak 
prioritas.” 
“Surat permohonan harus dibuat secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual Indonesia yang mencantumkan hal-
hal sebagai berikut:” 
1) “Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;” 
2) “Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat 
Pemohon;” 






4) “Warna jika merek yang dimohonkan 
pendaftarannya menggunakan unsur warna;” 
5) “Nama negara dan tanggal permintaan merek 
yang pertama kali dalam hal Permohonan 
diajukan dengan Hak Prioritas;” 
6) “Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian 
jenis barang dan/atau jenis jasa;” 
7) “Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) 
dimensi, label merek yang dilampirkan dalam 
bentuk karakteristik dari merek tersebut;” 
8)   “Dalam hal merek berupa suara, label merek yang 
dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.” 
“Selain formulir standar dengan isian tersebut 
diatas, permohonan pendaftaran merek harus dilampiri 
dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:” 
1) “Surat pernyataan kepemilikan merek dengan tanda 
tangan diatas materai;” 
2) “24 helai etiket merek yang bersangkutan dengan 
ukuran maksimal 7cm x 7cm;” 
3) “Dalam hal etiket merek menggunakan bahasa asing 
atau didalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau 
angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa 





4) “Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian 
badan hukum atau salinan akta pendirian badan hukum
yang dilegalisasi oleh Notaris;” 
5) “Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran 
merek diajukan melalui kuasa;” 
6) “Pembayaran seluruh biaya yang telah ditentukan.19“ 
“Jika ditemukan kekurang lengkapan 
persyaratan dalam permohonan pendaftaran merek 
berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau 
surat kuasa, pemohon diberi kesempatan dengan 
dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut 
dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung 
sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk 
memenuhi kelengkapan persyaratan.” 
b. Pengumuman  
“Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung 
sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek 
yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan 
dalam BRM (Berita Resmi Merek). Pengumuman tersebut 
berlangsung selama dua bulan. Informasi yang 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek tersebut mencakup 
:” 
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1) “Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika 
permohonan diajukan melalui kuasa;” 
2) “Kelas dan jenis barang dan/atau jasa; 
3) Tanggal penerimaan;” 
4) “Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan 
yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan 
dengan menggunakan hak prioritas;” 
 “Label merek, termasuk keterangan mengenai warna 
dan jika label merek menggunakan Bahasa Asing 
dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang 
tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai 
terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia.” 
c. Pemeriksaan Subtantif 
“Pemeriksaan substantif dilakukan setelah 
permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh 
persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat 
keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama 
tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya 
pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan 
substantif terhadap permohonan pendaftaran merek 
tersebut. Dalam hal terdapat keberatan permohonan 
pendaftaran merek keberatan dan sanggahan yang 





“Hasil pemeriksaan substantif akan 
diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. 
Apabila terjadi pelanggaran maka Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan 
penolakan permohonan, dalam hal ini pemohon 
memiliki hak untuk mengajukan banding kepada 
komisi banding merek dalam jangka waktu 90 hari 
terhitung sejak tanggal pengiriman surat 
pemberitahuan penolakan.” 
d. Sertifikasi 
“Sertifikasi merek merupakan bukti hak atas 
merek yang merupakan hak eksklusif Negara dalam 
hal ini DJKI dan diberikan kepada pemilik merek 
selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan 
sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk 
menggunakan merek miliknya tersebut. Dengan 
terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI (Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual) akan menerbitkan 
sertifikat merek yang bersangkutan. Jika sertifikat 
merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh 
pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 
paling lama delapan belas bulan terhitung sejak 




terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan 
dihapusakan.20“ 
3. Fungsi Merek 
“Menurut P.D.D Dermawan, terdapat tiga fungsi 
merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yaitu:” 
a) “Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi 
untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber 
secara sah pada suatu unit usaha,” 
b) “Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi 
sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitannya 
dengan produk-produk bergengsi,” 
c) “Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan 
akan menjadi kolektor produk tersebut.21“ 
4. Jenis Merek 
 “Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur beberapa 
jenis merek terdiri dari :” 
a. Merek Dagang 
“Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang 
adalah sebuah merek yang digunakan pada barang yang 
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diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
barang sejenis lainnya.” 
b. Merek Jasa 
“Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek jasa 
adalah sebuah merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
jasa sejenis lainnya.” 
c. Merek Kolektif 
“Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek kolektif 
adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa 
dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, 
dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan 
diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum 
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang 
dan/atau jasa sejenis lainnya.” 
5. Hak-Hak Pemilik Milik Terdaftar 
“Hak merek merupakan benda bergerak yang tidak 
berwujud yang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. 
Hak ini timbul karena kemampuan intelektual manusia dengan 




sebagai objek kepemilikan (vermorgen atau property), hak 
merek dapat dialihkan atau dilisensikan oleh pemiliknya kepada 
pihak lainnya. Pada dasarnya pemilik merek terdaftar dapat 
mengeksploitasi mereknya, baik melalui penggunaan yang 
dilakukannya sendiri, atau dilisensikan atau bahkan dialihkan 
kepada pihak lain.” 
“Hak eksklusif (exclusive right) diartikan sebagai: “one 
which only the grantee there of can exercise and from which all 
other are prohibited or shut out.” Jika suatu merek telah 
disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar memiliki 
hak eksklusif untuk menggunakan merek terdaftar tersebut, 
termasuk:22“ 
a. “Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk 
barang dan/atau jasa dan menggunakan untuk bisnis yang 
relevan;” 
b. “Hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar 
yang menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun 
yang lain yang berhak untuk menggunakan merek yang 
memiliki persamaan secara keseluruhan (identic) atau 
persamaan pada pokoknya (similar) untuk barang dan/atau 
jasa;” 
c. “Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan 
bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya 
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dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai 
dengan hukum;” 
d. “Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak mana 
pun dari penggunaan merek yang memiliki persamaan 
secara keseluruhan (identic) atau persamaan pada 
pokoknya (similar) tanpa izin;” 
e. “Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam 
bisnis;” 
f. “Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar 
merupakan asset tidak tidak berwujud (intangible 
asset);” 
g. “Hak untuk mengalihkan merek terdaftar dengan atau 
tanpa bisnisnya,” 
h. “Hak untuk mengalihkan pada ahli warisnya.” 
6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
 
a. Pemeriksaan Subtantife 
“Pada pemeriksaan subtantif, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
menyebutakan bahwa; (1) Pemeriksaan substantif 
merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa 
terhadap Permohonan pendaftaran Merek. (2) Segala 
keberatan danj' atau sanggahan sebagaimana dimaksud 




dalarn pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari 
terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, 
dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. 
(4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh] Han terhitung sejak tanggal 
berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan 
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. (5) 
Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu 
paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari. (6) Dalam 
hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, 
dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar 
Pemeriksa. (7) Hasil pemeriksaan substantif yang 
dilakukan oleh tenaga ahli perneriksa Merek di luar 
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat 
dianggap sarna dengan hasil pemeriksaan substantif 
yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan 
Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli 
pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana 





Kemudian dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 
mengatur:” 
(1) “Dalam hal Pemeriksa rnemutuskan Permohonan 
dapat didaftar, Menteri:” 
a. Mendaftarkan Merek tersebut;  
b. Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut 
kepada Pemohon atau Kuasanya;  
c. Menerbitkan sertifikat Merek; dan 
d. Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut 
dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik 
maupun non-elektronik. 
(2) “Dalam hal Pemeriksa memutuskan Perrnohonan 
tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri 
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon 
atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya,” 
(3) “Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
Hari terhitung sejak Tanggal Pengirirnan surat 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Pernohon atau Kuasanya dapat menyampaikan 
tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan 
alasannya.” 
(4) “Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak 




pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan 
tersebut.” 
(5) “Dalam hal Pemohon atau Kuasanya 
menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan 
tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (1).” 
(6) “Dalam hal Pcmohon atau Kuasanya 
menyarnpaikan tanggapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan 
tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri 
menolak Permohonan tersebut.” 
(7) “Penolakan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan 
alasannya.” 
(8) “Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan 
tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau 
penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan 
keberatan.” 
“Selanjutnya dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 





(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak 
Merek tersebut terdaftar. 
(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merriuat:  
a. Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang 
didaftar; 
b. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal 
Permohonan melalui Kuasa; 
c. Tanggal Penerimaan; 
d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan 
pennohonan yang pertarna kali dalam hal 
Permohonan diajukan dengan menggunakan 
Hak Prioritas; 
e. label Merek yang didaftarkan, tennasuk 
keterangan mengenai macam warna jika Merek 
tersebut menggunakan unsur warna, dan jika 
Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain 
huruf Latin, dan latau angka yang tidak lazim 
digunakan dalam bahasa Indonesia disertai 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf 
Latin dan angka yang lazim digunakan dalam 
bahasa Indonesia serta cara pengucapannya 




f. Nomor dan tanggal pendaftaran; 
g. kelas dan jenis barang danjatau jasa yang 
Mereknya didaftar; dan 
h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek. 
(3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan 
tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya 
dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) 
bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, 
Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik 
kembali dan dihapuskan. 
Kemudian dalam pemeriksaan substantife, dalam Pasal 
26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis mengatur “Setiap pihak 
dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh 
petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan 
membayar biaya”  
“Meninjau tentang pemeriksaan substantif merek 
yang merupakan bagian dari proses permintaan 
pendaftaran merek, maka dasar pemeriksaan tersebut 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur. 
Pemeriksaan substantif bertujuan untuk menangkal 
itikad tidak baik dari pemohon. Pemeriksaan substantif 





Dalam pemeriksaan substantif terdapat dua dasar 
penolakan suatu merek yang diajukan permohonannya, 
yaitu:23 
1. “Dasar penolakan absolut (absolut ground of 
refusal) menggunakan Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis, yang menjadi dasar 
penolakan absolut diantaranya adalah :” 
a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan 
Perundang-undangan, moralitas, agama, 
kesusilaan, atau ketertiban umum; 
b. Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya 
menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya; 
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan 
masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, 
macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya atau 
merupakan varietas tanaman yang dilindungi 
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan 
kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang 
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dan/atau jasa yang diproduksi; 
e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 
f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik 
umum. 
2. “Dasar penolakan relatif (relative ground of refusal) 
menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak 
jika :” 
a. Merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan : 
b. Merek terdaftar milik pihak lain atau 
dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang 
dan/atau jasa sejenis; 
d. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang 
dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi 
persyaratan tertentu; atau 
e. Indikasi Geografis terdaftar; 
f. Merupakan atau menyerupai atau singkatan 
nama orang terkenal, foto, atau nama badan 
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 




g. Merupakan tiruan atau menyerupai nama, 
bendera, lambang atau simbol atau emblem 
suatu Negara, atau Lembaga Nasional maupun 
Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis 
dari pihak yang berwenang; atau 
h. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau 
cap atau stempel resmi yang digunakan oleh 
Negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali 
atas persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang; 
i.   Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak 
baik. 
 “Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi 
Geografis yang di dalamnya mengatur pemeriksaan 
substantif yang dilaksanakan oleh pemeriksa pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 
23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 
mengatur tentang pemeriksa melaporkan hasil 
pemeriksan substantif, disetujui untuk didaftar atau  
ditolak,  jika  ditolak  pemohon  atau   kuasanya paling 
lama 30 hari sejak penerimaannya dapat menyampaikan 
keberatannya, jika tidak mengajukan keberatan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan 




keberatan diterima, diumumkan dalam berita resmi 
merek. Hal yang paling akhir adalah pemeriksaan 
kembali seperti yang tertuang dalam Pasal 23 Undang-
Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 150 hari.24“ 
b. Penghapusan Merek 
 “Penggunaan merek adalah untuk memelihara 
suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari 
pendaftaran tersebut. Dengan demikian, jika peggunaan merek 
tidak sesuai untuk mana tujuan pemberian hak merek, oleh 
Negara, maka atas merek terdaftar bisa diminta penghapusan. 
Demikian juga jika merek digunakan secara improper tidak 
sesuai dengan tujuannya.25“ 
1) Penghapusan Atas Permintaan Pemilik Merek 
“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan penghapusan 
atas merek miliknya kepada DJKI (Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual). Penghapusan tersebut dapat 
diajukan untuk sebagian maupun seluruh jenis barang 
dan/atau jasa yang telah terdaftar. Dalam hal merek yang 
ingin dihapuskan masih terikat perjanjian lisensi, maka 
penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut 
disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.” 
2) Penghapusan Atas Prakarsa Menteri 
                                                             
24 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap 
Persaingan Curang ,Bandung: PT Alumni,2009, hal. 264. 




“Penghapusan merek terdaftar dapat juga dilakukan atas 
prakarsa Menteri. Sebelum melakukan penghapusan, 
Menteri harus meminta   rekomendasi   terkait   
penghapusan merek terdaftar tersebut kepada Komisi 
Banding Merek.” 
3) Penghapusan Berdasarkan Putusan Pengadilan 
“Penghapusan merek terdaftar juga dapat diajukan oleh 
pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan 
ke Pengadilan Negeri Niaga dengan alasan merek tersebut 
tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam 
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal 
pendaftaran atau pemakaian terakhir. Setelah ada putusan 
dari Pengadilan Negeri, baru dapat dilakukan penghapusan 
merek.26“ 
c. Pendaftaran Merek Terdaftar 
 “Hak atas merek merupakan “Hak eksklusif yang 
diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam 
Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk menggunakannya”. Hak atas merek diperoleh 
sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemilik merek yang telah 
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terdaftar dapat mempertahankan haknya terhadap setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hak 
atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung 
sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu tertentu. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang 
Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, merek 
yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan 
jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau 
dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut.” 
 “Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang 
ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan 
menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari 
DUM (Daftar Umum Merek) atau membatalkan keabsahan hak 
berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya 
dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga 
yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk 
pembatalan.27 Pembatalan merek terdaftar hanya dapat 
diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan 
merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana 
ketentuan Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 ke Pengadilan Niaga. Dari Upaya hukum terhadap 
putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan adalah 
kasasi.” 
                                                             
27 Rahmi Jened, Hukum Merek dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, 




 “Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan 
dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal 
pendaftaran merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan 
gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan 
mengandung unsur itikad tidak baik atau bertentangan    
dengan    ideologi    Negara, peraturan perundang-undangan, 
moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.” 
 “Dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek 
dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 tertuang sebagai 
berikut,” 
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas 
waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau 
merek yang bersangkutan bertentangan dengan 
ideologi Negara, peraturan perundang- undangan, 
moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.” 
“Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa subjek hukum atau yang 
berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan 
merek pihak lain yang terdaftar ke Pengadilan Negeri 
tanpa batas waktu apabila merek tersebut didaftar atas 
adanya itikad tidak baik. Hal ini merupakan salah satu 
bentuk perlindungan hukum terhadap orang tekenal yang 
ingin mendaftarkan namanya untuk merek namun telah 




mengakibatkan hak untuk menggunakan namanya hilang. 
Dengan adanya pasal ini pemilik nama orang terkenal 
dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang telah 
terdaftar lebih dulu tanpa batas waktu.” 
“Prinsip “Legitima persona stands in judicio” 
berarti bahwa pihak yang berkeyakinan bahwa dia 
memiliki hak dan ingin mempertahankan haknya 
memiliki kewenangan untuk bertindak selaku pihak/para 
pihak dalam suatu perkara di Pengadilan. Prinsip ini 
dapat dijadikan dasar bagi orang terkenal untuk menuntut 
haknya agar namanya tidak digunakan oleh pihak lain 
yang tidak memiliki hak atas nama tersebut. Hal ini 
dikarenakan bahwa orang terkenal memang memiliki hak 
atas namanya, serta memiliki hak untuk menuntut hak 
atas nama tersebut dari pengguna yang beritikad tidak 
baik.” 
“Mengenai cara untuk melakukan pembatalan 
merek terdaftar, pembatalan merek dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan 
keputusan Pengadilan Niaga dengan mencoret merek 
tersebut dari Daftar Umum Merek dengan memberikan 
alasan-alasan mengapa merek tersebut dibatalkan dan 
tanggal pembatalannya. Sertifikat merek yang di pegang 




berlaku lagi dan mengakibatkan Perlindungan hukum 
atas  merek  tersebut berakhir. Selain pembatalan 
tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula 
dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga 
apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku.” 
d. Pengajuan Gugatan Atas pelanggaran Merek 
“Gugatan pelanggaran merek adalah gugatan yang 
didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak 
lain secara tanpa hak atau tanpa izin. Ketentuan ini diatur 
dalam Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Merek dan 
Indikasi Geografis. Dalam Pasal 83 Undang-Undang 
Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geogreafi 
mengatur;” 
(1) “Pemilik Merek terdaftar dan Zatau penerirna 
Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak 
menggunakan Merek yang mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang 
darr/atau jasa yang sejenis berupa:” 
a. Gugatan ganti rugi; dan/atau 
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan 
dengan penggunaan Merek tersebut. 




dapat pula diajukan oleh pernilik Merck terkenal 
berdasarkan putusan pengadilan.” 
(3) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada Pengadilan Niaga.” 
Kemudian dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
mengatur; 
(1) “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk 
mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik 
Merek darr/atau penerima Lisensi selaku penggugat 
dapat mengajukan permohonan kepada hakim 
untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, 
dari/ atau perdagangan barang dan/ atau jasa yang 
menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.” 
(2) “Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang 
yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim 
dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai 
barang tersebut dilaksanakan setelah putusan 
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.” 
“Mengkaji dari apa yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indiksi Geografis, 
gugatan terhadap pelanggaran dapat dilakukan oleh setiap 
produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis dan 





1)   “Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 
melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara 
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk 
barang atau jasa yang sejenis. Gugatan dapat berupa: 
gugatan berupa ganti rugi, dan/atau” 
2)   “Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 
penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat diajukan 
oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri 
maupun bersama sama dengan pemilik merek yang 
bersangkutan.28 Dalam masa pemeriksaan hal ini untuk 
mencegah kerugian yang semakin besar.” 
B. Tinjauan Teoritik 
1.  Teori Kepastian Hukum 
 “Dibentuknya hukum bukan tanpa alasan yang jelas, 
hukum dibuat dengan visi dan misi yang jelas. Hakekat hukum 
ini di bentuk sebagai alat untuk menegakkan keadilan, 
ketertiban dan kepastian hukum. Sebagai penganut aliran 
normatif positivisme, secara dogmatis lebih menitik beratkan 
hukum pada aspek dari kepastian hukum bagi masyarakat dan 
mengerti dimana hak dan kewajibannya yang harus 
dilaksanakan.” 
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 “Adapun pendapat dari Soerjono Soekamto bahwa 
kepastian hukum mengharuskan di ciptakannya kaedah-kaedah 
atau peraturan-peraturan yang dibuat guna menciptkan suasana 
yang aman dan tentram di lingkungan masyarakat. Ada 
beberapa bagian dari kepastian hukum dapat di capai dengan 
situasi tertentu yakni:” 
a. Telah adanya aturan-aturan atau kaedah-kaedah yang jelas 
dan konsisten dalam penegakan hukum; 
b. Lembaga pemerintah dalam menjalankan aturan hukum 
haruslah konsisten; 
c. Para penegak hukum yang tidak berpihak dalam menerapkan 
aturan kepada orang pribadi maupun badan hukum. 
“Kepastian hukum ini adalah merupakan suatu tatanan di 
bidang hukum dimana hukum terlaksanakan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku dan yang telah di sepakati 
oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku pada suatu tempat 
tertentu.29“ 
“Menurut Pendapat Radbruch bahwa Kepastian Hukum 
adalah: “Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu 
di perhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus di jaga demi 
keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus di 
taati. Jika isinya kurang adil pun, atau juga kurang sesuai 
dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat pengecualian yakni 
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bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan 
menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil 
pada saat itu tata hukum itu boleh dipaksakan”.30“ 
“Disini bahwa tugas hukum adalah untuk mendapatkan suatu 
kepastian hukum yang jelas, demi terciptanya suatu ketertiban 
dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapatnya 
Soerjono Soekanto “bahwa kepastian hukum itu mengharuskan 
adanya suatu ciptaan peraturan-peraturan umum atau kaedah-
kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana yang 
aman dan tentram di dalam masyarakat”31.” 
Kepastian hukum itu dapat tercipta jika situasinya tertentu32 : 
1) Telah tersedianya aturan hukum yang jelas atau jernih, 
mudah di peroleh (accessible) dan konsisten; 
2) Lembaga pemerintah (penguasa) menerapak aturan-aturan 
hukum yang telah dibuatnya tersebut dengan konsisten dan 
tunduk; 
3) Masyarakat secara prinsip harus menyesuaikan dengan 
aturan-aturan hukum tersebut; 
4) Di dalam peradilan hakim tidak berpihak terhadap 
penerapan aturan-aturan hukum dan harus menerapkan 
secara konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa; 
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5) Pelakasanaan pengadilan harus secara kongkrit di terapkan 
dengan konsisten. 
“Kepastian hukum secara normatif adalah pada saat 
peraturan di buat dan di undangkan secara pasti dan mengikat 
serta mengatur dengan jelas dan logis. Jelas disini artinya 
bahwa peraturan itu tidak multi tafsir serta menjadi sistem 
Norma dengan Norma yang lainnya sehingga tidak berbenturan 
satu aturan-aturan hukum dengan aturan hukum yang lainnya. 
Hukum mempunyai sifat antara lain:” 
a) Adanya paksaan dari luar atau (sanksi) dari bertugas 
mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat 
dengan perantara alat-alatnya; 
b) Sifat peraturan perundang-undang yang berlaku bagi siapa 
saja. 
“Kepastian hukum ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat 
agar terciptanya tatanan hukum yang kondusif. Keberlakuan 
hukum sebagai suatu tameng terdepan dalam mewujudkan 
hukum yang tepat, jelas, konsisten serta konsekuen 
menjalankannya dan tidak ada intervensi atau pengaruh diluar 
hukum. Kepastian hukum ini tercantum dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 D ayat (1) yang 
mengategorikan bahwa setiap orang dan atau semua orang 




perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 
“Kepastian hukum tidak boleh lemah harus selalu sebagai 
pegangan terdepan dalam penegakan hukum. Karena dalam 
paradigma positivisme definsi hukum adalah hukum wajib 
melarang semua peraturan yang ada kemiripan dengan hukum, 
supaya tidak ada tumpang tindih peraturan dalam penegakan 
hukum, hal ini tidak bersifat perintah tetapi Norma yang 
berdaulat.33“ 
Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian 
hukum: 
a. “Di dalam hukum itu bermakna positif artinya bahwa 
perundang-undangan (gesetzkiches Recht), sebagai acuan 
untuk melaksanakan perbuatan hukum maupun peristiwa 
hukum;” 
b. “Hukum didasarkan pada fakta hukum (Tatsachen), bukan 
suatu rumusan semata tetapi tentang penilaian yang akan 
dilakukan oleh hakim seperti kesopanan, kemauan;” 
c. “Fakta hukum harus di jabarkan secara sistematis dan cara 
yang jelas sehingga menghidari kekeliruan dalam 
penafsiran atau pemaknaannya;” 
d. “Hukum positif tidak boleh di ubah-ubah, di khawatirkan 
akan mempengaruhi jalannya hukum itu sendiri.” 
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 “Dalam gagasan-gagasan diatas tentang kepastian hukum 
menurut para ahli, mengingat gagasan dari Soerjono Soekamto 
bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakannya kaedah-
kaedah atau peraturan-peraturan yang dibuat guna menciptkan 
suasana yang aman dan tentram di lingkungan masyarakat. Ada 
beberapa bagian dari kepastian hukum dapat di capai dengan 
situasi tertentu yakni salah satunya adalah telah adanya aturan-
aturan atau kaedah-kaedah yang jelas dan konsisten dalam 
penegakan hukum. Disini memberikan maksud bahwa adanya 
aturan-aturan yang jelas dan konsisten dalam penegakan 
hukum, maka dalam penegakan hukum harus mengutamakan 
aturan-aturan atau kaedah-kaedah yang jelas dan konsisten 
dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan mengacu 
terhadap aturan-aturan atau kaedah-kaedah yang jelas dan 
konsisten tersebut.” 
 “Jika dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual dalam 
hukum merek, maka dapat ditarik benang merah dalam kasus 
yang timbul atas terjadinya sengketa merek melalui kepastian 
hukum. Kepastian hukum adalah sarana utama bagi hakim 
dalam memberikan pertimbangan putusan atas sengketa merek 
yang sedang di proses dalam pengadilan. Maka dengan ini, 
kepastian hukum tidak dapat terlepaskan dalam situasi untuk 
mencari keadilan. Karena kepastian hukum merupakan salah 




dalam menyelesaikan kasus sengketa khususnya sengketa 
merek yang sama guna mewujudkan penegakan hukum.” 
2.  Teori Perlindungan Hukum 
 “Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa 
ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, 
Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. 
Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari 
Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam 
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat 
karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 
terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara 
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan 
hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga 
hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 
kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 
hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan 
hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 
merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 
hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 
kepentingan masyarakat.34 Menurut Satjipto Rahardjo, 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 
                                                             




hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan 
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 
preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif 
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang 
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan 
yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 
termasuk penanganannya di lembaga peradilan.35“ 
 “Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra 
bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan 
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 
melaikan juga predektif dan antipatif.36“ 
 “Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman 
bahwa perlindungan hukum merupakan pijakan dari bekerjanya 
fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan 
hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 
hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 
preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang 
secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan 
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 “Dikaitkan dengan adanya sengketa atas merek yang 
sama, perlindungan hukum sangat berperan eksistensinya guna 
memberikan perlindungan terhadap subyek hukum yang sedang 
bersengketa. Dimana perlindungan hukum memposisikan diri 
untuk melindungi hak-hak subyek hukum (hak asasi manusia) 
yang telah melaksanakan dan melakukan perbuatan hukum 
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (taat hukum) dengan 
tujuan itikad baik untuk mewujudkan harapan subyek hukum 
tersebut dalam mengembangkan karya intelektualnya melalui 
pendaftaran merek kepada lemabaga yang berwenang. Sehingga, 
disinilah peran perlindungan hukum sangat diperlukan untuk 
melindungi hak-hak subyek hukum berdasarkan aturan-aturan 
hukum yang berlaku bagi subyek hhukum yang telah 
melaksanakan kewajibannya sesuai denganaturan-aturan yang 
berlaku dengan didasari itikad baik.” 
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu  
 Untuk menghindari adanya persamaan dengan penelitian 
terdahulu, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap 
penelitian terdahulu, diantara itu adalah: 
1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Terkenal 
Terhadap Peniruan Merek. 
“Skripsi ini ditulis oleh Moh.Rifki Alpiandi Fakultas 




peneliti hanya menjelaskan bagaimana perlindungan hukum 
bagi pemilik hak merek terkenal terhadap peniruan merek. 
Persamaan dengan skripsi ini sama membahas mengenai 
pelanggaran merek. Perbedaan dengan skripsi ini peneliti 
mencoba meneliti mengenai analisis yuridis terhadap 
penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang.37“ 
2. Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tempe Mendoan Sebagai 
Merek Dagang Dihubungkan Dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
“Skripsi ini ditulis oleh Desy Natalia Fransiska Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan, 2016, peneliti melakukan 
tinjauan yuridis terhadap pendaftaran tempe mendoan yang 
merupakan nama umum di masyarakat sebagai merek 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, 
persamaan dengan skripsi ini sama meneliti mengenai 
pelanggaran merek dagang. Sedangkan perbedaan dalam 
skripsi ini membahas mengenai pelanggaran dengan 
penggunaan nama milik umum sebagai merek.38“ 
3. Prinsip-Prinsip Hukum Terkait Perlindungan Nama Orang 
Terkenal Sebagai Nama Domain di Indonesia 
 “Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amirulloh yang 
                                                             
37 Skripsi ditulis oleh Moh. Alpiandi, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek 
Terkenal Terhadap Peniruan Merek, Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016. 
38 Skripsi ditulis oleh Desy Natalia Fransiska, Tinjauan Yuridis Pendaftaran 
Tempe Mendoan Sebagai Merek Dagang Dihubungkan Dengan Undang-Undang 




diterbitkan oleh Universitas Padjajaran Tahun 2016, 
membahas bentuk perlindungan hukum  terhadap  nama  
orang  terkenal  yang  digunakan  sebagai  nama domain tanpa 
seizin pemilik nama orang terkenal. Sedangkan dalam skripsi 
ini meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap 













                                                             
39  http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9950, diakses pada 1 Januri 2021. 
